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Fenomena oligarki pada proses elektoral sejak lima tahun terakhir di Indonesia 
mengundang cukup banyak perdebatan akademik. Penyebabnya, diskusi tentang varian 
teori oligarki yang selalu muncul disetiap hajatan demokrasi elektoral di Indonesia. 
Sebagai contoh, kemunculan dan kebangkitan kelompok-kelompok agamis yang 
bertautan dengan  oligark dan kelompok oligarki yang bertransformasi dalam dukungan 
pada Pilkada di daerah. Sebagian sarjana memahami fenomena tersebut sebagai 
kemunculan varian oligarki yang berboncengan dengan populisme agama.
1
 Tidak hanya 
itu, fenomena lain seperti kemunculan sosok dan figur dalam proses elektoral, yang 
secara historis tidak memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok oligarki, 
terutama pada kelompok oligarki warisan Orde Baru, tetapi bisa memenangi kontestasi 




Di Indonesia, debat ini sesungguhnya sudah lama tersaji di kalangan para 
sarjana dan Indonesianis.
3
 Mengulik situasi ekonomi-politik dengan menempatkan 
konsep oligarki sebagai salah satu kacamata analisis. Tujuannya, para sarjana berusaha 
menjelaskan dengan saksama transformasi watak oligarki di Indonesia. Apalagi bahwa, 
                                                          
1 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam di Indonesa dan Timur Tengah (Depok: LP3ES, 2019). Sunardi, “Islamic 
Populism: Asymmetrical, MultiClass Coalition-Based Social Mobilization” dalam Jurnal Politik, Vol. 4, No. 2 
(2019), h. 329-338. 
2 Edward Aspinall, "Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition and 
Consolidation" dalam  Indonesia, No. 96 (2013), h. 101-21. Thomas B. Pepinsky, “Pluralism and Political Conflict 
in Indonesia” dalam Indonesia, No. 96 (2013), h. 81-100. 
3 Michele Ford & Thomas B Pepinsky, “Melampui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan 
Kesenjangan Ekonomi di Indonesia” dalam Prisma, Vol. 33 No. 1 (2014), h. 3-10. 
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konsep oligarki yang selama ini diturunkan oleh Jeffrey A. Winters perlu disesuaikan 
dengan konteks di Indonesia.
4
 Salah satunya, perkembangan kapitalisme di Indonesia 
yang relatif masih terbelakang, membuat konfigurasi oligarki memiliki ciri yang tentu 
saja tidak serupa dengan apa yang telah diamati oleh pemikir oligarki di tempat lain.
5
 
Selain itu, dominan debat yang berlangsung selama ini masih terhenti pada tataran 
melihat oligarki sebagai tradisi Weberian, yang menempatkan agency sebagai fokus 
utama pengamatan.
6
 Imbasnya, oligarki sebagai kacamata analisis lebih banyak 
bertumpu pada para elit dan konglomerat, yang hanya melihat oligarki dalam hal; Jika 
tidak memperluas kekayaannya secara ekonomi, maka konsep oligarki ditempatkan 
sebagai upaya pertahanan ekonomi elit dan para konglomerat. 
Buku yang berjudul Oligarki: Kritik dan Teori dengan editor Abdis Mughis 
Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh hadir sebagai alternatif dalam memahami 
perkembangan oligarki yang secara kontekstual berlangsung di Indonesia. 
Menyuguhkan sembilan artikel dengan sudut pandang penulis yang berbeda menjadi 
kelebihan yang disajikan buku ini, seperti bangunan kokoh yang disusun dari beberapa 
penulis yang sangat kompeten. Secara garis besar, buku ini berangkat dari kritik 
terhadap konsep oligarki dari para Indonesianis, kemudian menawarkan argumen besar 
dari kritik terhadap konsep oligarki, bahwa oligarki bisa eksis di Indonesia karena 
ditopang oleh relasi kapital yang dominan. Buku ini sangat relevan untuk dijadikan 
sebagai salah satu bahan bacaan, terlebih bagi mereka yang ingin lebih paham tentang 
konsep dan perkembangan oligarki di Indonesia.  
 
Politik Pengetahuan 
Oligarki sebagai politik pengetahuan adalah argumen kritik pertama yang 
disampaikan buku ini. Mudhoffir dan Coen menganggap jika politik pengetahuan 
sebagai salah satu watak dari konsep oligarki yang selama ini dipopulerkan oleh para 
sarjana. Gagasan politik pengetahuan digunakan oleh Mudhoffir dan Coen untuk 
menyangkal tanggapan yang seolah-seolah menempatkan konsep oligarki sebagai 
                                                          
4 Jeffrey A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia” dalam  Indonesia, No. 96 (2013), h. 11-
33. 
5 Abdis Mughis Mudhoffir & Coen Husain Pontoh (ed.), Oligarki: Teori dan Kritik (Tangerang 
Selatan: Marjin Kiri, 2020), h. xvi. 
6 Michele Ford & Thomas B Pepinsky, Loc.Cit.  
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konsep usang di Indonesia. Tuduhan ini bagi Mudhoffir dan Coen tidak lebih dari upaya 
untuk mereduksi secara tidak langsung konsep oligarki dan di saat bersamaan memberi 
ruang lebih besar kepada literatur yang berbau modernisasi.
7
 Bagi Mudhoffir dan Coen, 
ini kesalahan fatal. Oligarki pada konteks Indonesia masih sangat relevan untuk 
didiskusikan. Hanya saja konsep oligarki perlu dilihat dengan perspektif alternatif dari 
sekedar apa yang selama ini disampaikan oleh para Indonesianis. Pasalnya, para 
Indonesianis selama ini melihat kondisi ekonomi-politik di Indonesia dalam bingkai 
modernisasi. Fenomena politik dianalisis dalam tradisi kuantitatif, berupa analisa 
hitung-hitungan survei yang ditopang dengan apa yang disebut oleh Mudhoffir dan 
Coen sebagai kemunculan pengamat selebritas yang menyampingkan pertanggung- 
jawaban teoritis terhadap apa yang disampaikan.
8
  
Selain itu, tradisi modernitas dalam melihat kondisi ekonomi-politik di 
Indonesia bernuansa politik pengetahuan nampak pada peminggiran secara sistematis 
pendekatan Marxisme dalam memahami kondisi ekonomi-politik, kemudian di saat 
bersamaan menawarkan konsep-konsep lain, seperti konsep pemerintahan yang baik, 
konsep pertumbuhan ekonomi, konsep transisi demokrasi, sayangnya tawaran konsep-
konsep ini bagi Mudhoffir dan Coen jarang bahkan nyaris tidak pernah menyentuh akar 
persoalan ekonomi-politik di Indonesia, yaitu tentang ketimpangan. Hasilnya, premis-
premis yang ditawarkan pun semakin bias dari penyelesaian situasi sosial di Indonesia 
yang banyak ditopang oleh keadaan ekonomi. Keadaan inilah yang oleh Mudhoffir dan 
Coen sebut sebagai politik pengetahuan. 
 
Monolistik 
Kritik lain dari konsep oligarki yang disampaikan oleh Mudhoffir dan Coen 
adalah pandangan oligarki yang dipopulerkan selama ini oleh para sarjana terkesan 
sangat monolitik. Pandangan ini terutama lahir dari dua kutub Indonesianis yang selama 
ini silang pendapat tentang oligarki baik secara konsep maupun dalam ranah praktis di 
Indonesia. Secara umum kedua pihak melihat oligarki dengan tradisi Weberian yang 
secara bias memiliki pandangan yang sama, menempatkan oligarki dengan analisis 
agency. Walau kedua pihak melihat oligarki dengan titik berangkat yang berbeda. Satu 
                                                          
7 Abdis Mughis Mudhoffir & Coen Husain Pontoh, Op.Cit., h. xi. 
8 Ibid. h. xii. 
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pihak melihat jika oligarki merupakan upaya para konglomerat untuk mempertahankan 
kekayaan, sementara kubu yang lain melihat oligarki sebagai upaya para elit untuk 
memperluas kekayaan. Caranya dengan merebut instrumen kekuasaan yang wujud 
praktis pada Pilkada misalnya. Para oligarki akan menggunakan instrumen politik, 
dengan ikut secara langsung pada proses kontestasi atau menjadi pendonor pada para 
kontestan yang akan bertarung di gelanggang Pilkada.
9
  
Kendati ada sebagian sarjana yang juga melihat kelompok reformis (anti-
oligarki) yang mulai bermunculan sejak demokratisasi di Indonesia. Perhatian kubu ini 
terutama tidak berangkat dari elit dan para konglomerasi warisan Orde Baru, tetapi figur 
yang lahir dari proses demokrasi di Indonesia.
10
 Meskipun demikian, kubu ini tetap 
menaruh perhatian yang lebih besar pada aspek agency, yang secara umum tidak ada 
bedanya dengan para pengkritik oligarki sebelumnya. Sebagai dampaknya, Mudhoffir 
dan Coen melihat jika perspektif yang ditawarkan oleh para Indonesianis tentang 
oligarki di Indonesia tidak cukup memadai untuk menjelaskan peristiwa sosial yang 
berlangsung, terutama yang memiliki pertautan dengan keadaan ekonomi-politik 
kontemporer. 
 
Kesimpulan: Relasi Kapital yang Dominan 
Dari kritik yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian sampai pada 
kesimpulan bahwa oligarki di Indonesia bukan karena para konglomerat atau elit 
memiliki banyak pundi-pundi kekayaan, tetapi lebih dari itu, oligarki di Indonesia bisa 
eksis dan tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi 
sosial, dalam hal ini adanya relasi kapital yang paling dominan. Situasi ini membuat 
para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring 
ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik. Mudhoffir dan Coen 
menganggap jika oligarki di Indoensia bukan usang, tetapi perlu didekati dengan 
perspektif yang lebih kontesktual. Tawaran perspektif tentang oligarki yang relevan 
untuk konteks di Indonesia bagi penulis adalah mendekati oligarki dengan berangkat 
pada tradisi Marxisme, melihat oligarki sebagai produk dari relasi kapital yang 
                                                          
9 Jeffrey A. Winters, Loc.Cit. Vedi R. Hadiz & Richard Robison, “The Political Economy of 
Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia” dalam  Indonesia, No. 96 (2013), h. 35-57. 
10 Edward Aspinall, Loc. Cit. 
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dominan. Dengan begitu, pendekatan konsep modernitas, agency maupun konsep-
konsep lain seperti tata pemerintahan yang baik relevan dilihat sebagai bagian dari 
upaya untuk memperluas jejaring ekonomi dengan menempatkan konsep-konsep 
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